| SALINAN |

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Provinsi Gorontalo, maka untuk melaksanakannya

perlu adanya aturan pelaksanaan;

. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian-bagian, Sub

Bagian, Sub Dinas dan Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Gorontalo yang telah dibentuk, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Gorontalo;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);





































































f. menyampaikan rencana dan program kepada Kasubag

Perencanaan.

Pasal 56
Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas subdin di bidang Air Bersih dan Prasarana

Lingkungan.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai

fungsi :

a. menyusun program pembangunan air bersih antara lain peningkatan
penyediaan sarana air bersih Kota / Desa;

b. melaksanakan pembinaan teknis dan standarisasi air bersih kepada
masyarakat serta pembuatan prasarana lingkungan dan pembuatan
sumber air bersih;

Cc. memotifasi masyarakat dalam pemanfaatan air bersih dan
kelestarian lingkungan pemukiman;

d. menginventarisasi bangunan air bersih dan sarana lingkungan yang
telah dibangun pemerintah maupun masyarakat;

e. menyampaikan rencana dan program Air Bersih dan Prasarana

Lingkungan kepada Kasubag Perencanaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 58

(1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan
sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 59

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1€ Naret 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1@  Mare 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRISRAHIM, MM

PEMBINA l‘ﬁ'AM\\ MADYA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19700115 199803 1 011 25
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